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Abstract 

 Standard Operating Procedure is an important part of achieving the bureaucratic 

reform agenda of local government in Indonesia. Preparation and implementation of SOPs 

there are still various problems that must be resolved immediately so that the tasks of the 

implementation of this local government can run well. 

 This research uses descriptive case study method. The conclusion of the research result 

is; 1) The mechanism for the preparation of SOPs in the Regional Government shall be 

implemented in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 52 of 

2011 concerning Standard Operating Procedures in the Provincial and District / Municipal 

Governments. 2) The agenda of bureaucracy reform in the first period of 2010-2014 still 

presents various challenges: a) bureaucracy not yet fully clean and accountable, b) 

bureaucracy that has not been effective and efficient, and c) public service still not have 

quality expected. So it is expected to be completed in the period 2015-2019. 3) The 

preparation and implementation of SOPs in the Local Government is an extension of the 

bureaucratic reform agenda, mainly on the mainstreaming of the second bureaucratic reform 

agenda in 2015-2019. This is done through the arrangement of the management of local 

government institutions, through the simplification of the preparation of SOP, especially 

related to the service to the community. If the preparation and implementation of SOP run 

well it will facilitate the achievement of bureaucratic reform agenda in Indonesia. It is also 

important to keep digging the public service innovations with the correct SOPs so that the 

government's presence is really felt by the community. 
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Abstrak 

Standar Operasional Prosedur merupakan salah satu bagian penting dalam pencapaian 

agenda reformasi birokrasi pemerintah daerah di Indonesia. Penyusunan dan implementasi 

SOP masih terdapat berbagai pemasalahan yang mesti segera diselesaikan agar tugas-tugas 

penyelenggaraan pemerintah daerah ini dapat berjalan dengan baik. 

 
diharapkan akan dapat diselesaikan pada periode tahun 2015-2019. 3) Penyusunan dan 

implementasi SOP di Pemerintah Daerah merupakan perluasan agenda reformasi birokrasi, 

utamanya pada pengarusutamaan agenda reformasi birokrasi tahap kedua pada tahun 2015-

2019.  Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah 

daerah, melalui penyederhanaan penyusunan SOP khususnya yang berkaitan dengan 
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pelayanan kepada masyarakat.  Jika penyusunan dan implementasi SOP dijalankan dengan 

baik maka akan mempermudah tercapainya agenda reformasi birokrasi di Indonesia.  Penting 

pula untuk terus menggali inovasi-inovasi pelayanan publik disertai SOP yang benar agar 

kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan betul-betul dirasakan oleh masyarakat. 

 

Kata kunci : standar operasional prosedur, reformasi, birokrasi 

 

PENDAHULUAN 
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KAJIAN PUSTAKA 

Konsep Standar Operasional Prosedur  
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Selanjutnya Sailendra (2015:11) menegaskan SOP merupakan panduan yang digunakan untuk 

memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. 

 

Konsep Reformasi Birokrasi 

Reformasi 

 

Birokrasi 
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Reformasi Birokrasi 
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METODE PENELITIAN 
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PEMBAHASAN 

Mekanisme Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
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1. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan SOP di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

 

2. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di 

Lingkungan Pemerintah Daerah 
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Gambar 1. Area Perubahan dan Sasaran Reformasi Birokrasi 

 

Sumber :  KemenPAN dan RB (2015 : 32) 

Untuk mewujudkan ke tiga sasaran tersebut, maka disusun dan ditetapkan delapan (8) area 

perubahan, sebagaimana Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun oleh Kementerian 

PAN-RB (2015 : 30-32) yaitu : 

1.  Mental Aparatur 

 Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan 

dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif 

birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, 

berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena 

itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur. 

Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya  
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Hasil yang diharapkan dari perubahan pada area-area tesebut diuaikan pada Tabel 1 berikut 

ini. 

Tabel 1.  Area Perubahan dan Hasil Yang diharapkan 

 

Sumber : KemenPAN dan RB (2015 : 33-34) 
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Analisis Penerapan Standart Operating Prosedure (SOP) dalam Rangka Reformasi 

Birokrasi Pemerintah Daerah di Indonesia 

 Reformasi birokrasi di Indonesia sudah ada dua periode, yaitu periode pertama tahun 

2010-2014 dan periode kedua tahun 2015-2019.  Pelaksanaan reformasi birokrasi periode 

kedua tahun 2015-2019 menurut KemenPAN dan RB (2015 : 29) ditujukan untuk mencapai 

tiga sasaran yaitu, (1) Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) terwujudnya 

birokrasi yang efektif dan efisien ; serta  (3) Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan 

publik berkualitas. 

Gambar 2. Kerangka pikir penerapan Standard Operating Prosedure (SOP) 

dalam rangka reformasi birokrasi pemerintah daerah di Indonesia 

 
 

Diolah dari berbagai sumber 

Pembahasan dimulai dari permasalahan  proses penyelenggaraan tugas-tugas 

pemerintah daerah yang belum profesional. Kondisi birokrasi di era reformasi saat ini belum 

sepenuhnya menunjukkan perkembangan yang baik.  Paparan KemenPAN dan RB (2014) 

tentang Kebijakan Standar Operasional Prosedur dalam Rangka Reformasi Birokrasi  

menjelaskan tentang agenda kerja pelaksanaan SOP dalam rangka Reformasi Birokrasi, 

yaitu : 
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 (www.menpan.go.id/publikasi/.../99-bakohumas-27-mei-2013, diunduh tanggal 10 

Agustus 2017) 

Pemasalahan di atas disinggung pula oleh Gatot Pramuka dalam atikel  jurnalnya bahwa 

kondisi birokrasi yang semacam ini tentu akan berakibat tidak baik utamanya dalam 

 

http://www.menpan.go.id/publikasi/.../99-bakohumas-27-mei-2013,%20diunduh
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  Dengan potret kondisi birokasi yang semacam itu maka pemerintah 

menekankan pentingnya perubahan birokrasi yang mendasar dan terukur, sehingga dengan 

alasan ini pula pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 

tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, yang mengamanatkan agar disusun 

suatu road map reformasi birokrasi setiap lima tahunan.  

 

 

kinerja birokrasi  
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Sumber : diolah oleh peneliti berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 

 

Tahapan persiapan hingga monitoring dan evaluasi dijelaskan pada pasal lima hingga 

delapan belas Permendagri Nomor 52 Tahun 2011, sebagai berikut ini.   

1)  Persiapan, dilakukan dengan membentuk tim, pembekalan tim, menyusun rencana 

tindak dan sosialisasi. Tim inilah yang melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan 

semua tahapan penyusunan SOP, menyusun rencana pelaksanaan dan sosialisasi 

kegiatan penyusunan SOP pada masing-masing SKPD.  

2)  Identifikasi kebutuhan SOP dari masing-masing SKPD dirumuskan dengan mengacu 

pada tugas dan fungsi SKPD. Identifikasi kebutuhan dilakukan pada masing-masing 

SKPD dan disusun menurut tingkatan unit kerja. Hasil identifikasi kebutuhan SOP 

dirumuskan dalam dokumen inventarisasi judul SOP.    

3)  Analisis Kebutuhan SOP, menggunakan dokumen inventarisasi judul SOP sebagai 

bahan analisis kebutuhan SOP.  Hasil analisis dibuat dalam format nama dan kode 

nomor SOP yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Format nama dan kode 

nomor SOP tersebut tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.  
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Simpulan dan Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat kami simpulkan beberapa 

poin penting sebagai berikut :  
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1. Mekanisme penyusunan SOP di Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan 

Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional 

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.  Walaupun masih 

terdapat permasalahan-permasalahan dalam penerapannya, diharapkan dengan 

penyusunan dan implementasi SOP yang benar dapat mempermudah penyelenggaraan 

tugas-tugas pemerintah daerah. 

2. Agenda reformasi   birokrasi   pada   periode   pertama yaitu tahun 2010-2014   masih 

terdapat berbagai tantangan  yaitu a) birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel, 

b) birokrasi yang belum efektif dan efisien, dan c) pelayanan publik masih belum 

memiliki kualitas yang diharapkan.  Sehingga diharapkan akan dapat diselesaikan pada 

agenda reformasi birokrasi tahap kedua yaitu pada periode tahun 2015-2019. 

3. Penyusunan beserta implementasi SOP di Pemerintah Daerah merupakan perluasan 

agenda reformasi birokrasi utamanya pada pengarusutamaan agenda reformasi birokrasi 

tahap kedua pada tahun 2015-2019.  Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan penataan 

ketatalaksanaan instansi pemerintah daerah, melalui penyederhanaan penyusunan SOP 

khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.  Jika penyusunan dan 

implementasi SOP dijalankan dengan baik maka akan mempermudah tercapainya 

agenda reformasi birokrasi di Indonesia.  Penting pula untuk terus menggali inovasi-

inovasi pelayanan publik disertai SOP yang benar agar kehadiran pemerintah dalam 

memberikan pelayanan betul-betul dirasakan oleh masyarakat. 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan serta kesimpulan di atas adalah 

sebagai berikut :  

1. Memberikan sosialisasi penyusunan SOP terus-menerus kepada hingga pegawai 

pelaksana merasa bahwa penyusunan SOP merupakan pekerjaan yang mudah dan SOP 

mempermudah penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, utamanya yang 

berkaitan dengan pelayanan masyarakat. 

2. Sosialisai implementasi SOP berbasis website kepada masyarakat agar mempermudah 

masyarakat mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.  

3. Melakukan pengawasan pelaksanaan SOP oleh atasan langsung secara melekat dan 

terus menerus serta melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan SOP kepada Kepala 

SKPD  setiap triwulan untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dari sebuah SOP. 

4. Menggali inovasi-inovasi pelayanan publik disertai SOP yang mudah dan jelas agar 

dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyaakat 
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DAFTAR PUSTAKA 

Buku dan Peraturan-Peraturan 

 



27 

 

 

19. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di 

Lingkungan Pemerintah Daerah 
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